
BUPAT! SERAM BAGIAN BARAT 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

NOMOR O TAHUN 2017 

T E N T A N G  

[ s A L I N A N ]  

Menimbang 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SERAM BAGIAN BARAT, 

Bahwa Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merpakan perwujudan dani Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2917 yang telah disepakati 

bersama antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Dewan Perwakilan Rakvat 
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat; 
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bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 207 

sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan maka 

penggunaanya perlu diatur secara baik, benar, efektif, efisien dan akuntabel, 

bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ang8aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serarm 

Bagian Barat Tahun Anggaran 2017; 
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Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Noror 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 

Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3851], 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Noor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4286); 

Undang-Undang Nomor 40 tabun 2003 tentang Pembentukan Kabupaton Seram Bagian Timur, 

Kabupaten Seram bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nom6r 155, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 

4350 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambaban Lemubaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 
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7. 

Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeniksaan Pengelolaan dan Tangguang Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4400], 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 }; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Nnegara repubhik Indonesia 

Nor.or 5049]; 

0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana tclah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679]; 
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I I Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lemnbaran Negara Nomor 4028]; 

12. Peraturan Femerintah Noror 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200I Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4090); 

\ 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repub]le 
Indonesia Nomor 4502), 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tanbahan 
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45031, 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4574], 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575]; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sister informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noor4578 

2I.  Peraturan Pererintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585, 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614], 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972, 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang 

Desa, (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539]; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah, Perganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Henunjang 

Operasional Pim pinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

26. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran Dalam APDD, Pengajuan, Penyalran dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Pcraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Derita Negera Repubhk Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

ansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

874; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0145, 

31. Peraturan Daerah Nomor 0S Tahun 2013 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagan Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0126; 

32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0135; 

33. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0136, 

34. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0137; 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKLLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAG!AN BARAT 

dan 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 

Pasal l 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai 

berikut 

I.endapatan 

2. Belanja Daerah 

surplus/iDefisit) 

Rp. 932,775,809,685.00 

RD. 960,122619,587.00 

(Rp 27,346,809,902.00) 

0 00 

27.346,809,902.00 RD 

Rp 

31,346,809,902.00 

4,000,000,000.00 

Rp. 

Rp h. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

3. Belanja 

a. Penerimaan 



Pasal 2 

(I)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam asal I terdini dari. 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 30,682,244,787.00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 812,389,795,000.00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah RD. 89,703,769,898.00 

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat fl] huruf a terdiri dari jenis pendapatan 

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 5,175,000,000.00 

b. Hasi! Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3,393,800,000.00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dpisahkan sejumlah Rp. 1,614,487,787.00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 20,498,957,000.00 

[3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdini dari jenis pendapatan 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak sejumlah Rp. 13,973,132,000.00 

b. Dana Alokasi Umum sejurlah Rp 598,313,207,000.00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 200,103,456,000.00 

(4] Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat [lj huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan t 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.13,415,822,898.00 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 76,287,947,000.00 
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Pasal 3 

I) Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I terdiri dari 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 514,524,496,795.50 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. <45,598,122,791.50 

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimnana dimaksud pada ayat (1] huruf a tediri dari jenis belanja 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 354,586,425,026.00 

b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 15,766,000,000.00 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 640,000,000.00 

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerinta.h 
Desa sejumlah Rp. 142,032,071,769.50 

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1,500,000,000.0O 

(3) Bclanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1j huruf b terdiri dari jenis belanja' 

a. Belanja Pegawat sejumlah Rp 15,112,135 , 8 3 3. 00  

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 232,902,310,658.00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 197,583,676,300.50 

• 



Pasal 4 

I) Pembiayaan Daerah sebagaiaman dimaksud dalam asal l terdiri dari 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 31,346,809,902.00 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 4,000,000,000.00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l] huruf a terdiri dari jenis pembiayaan. 

a. Sisa Lebth Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 
sejumlah Rp. 31,346,809,902.00 

(3] Pengeluaran sebagaiamana dimaksud pada ayat(l] huruf b terdiri dari jenis pembiayaan 

a. Penyertaan Modal [investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 3,000,000,000.0O 

Pasal 5 

(SiLPA) 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah ii 

terdiri darj 

I Lampiran I 

2. Lampiran I 

3. Lampiran II 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 

Permerintahan Daerah dan Organisasi, 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Men~rut Urusan 

Pemerintahan Daerah , Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 



4, Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran Vi 

7 Lampiran VIII 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program 
dan Kegiatan, 

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pererintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara, 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 

Daftar Penyertaan modal (lnvestasi) emerintah Daerah 

Pesa! 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD, 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah imi dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian arat 



Ditctapkan di Firu 
pada tanggal 18 Januari 2017 

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

ttd 

UJIR HALID 
Diundangkan di Piru 
pada Tanggal 18 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, 

ttd 

MANSUR TUHAREA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 144 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH ABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, 
PROVINSI MALUKU 1/1/2017 

Salingn sesuai d e r tan  ashinva 
KEPALA BAGI 

� 

PENA 
NIP 19730 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 
NOMOR OI TAHUN 2017 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2017 

UMUM 

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kahi dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyebutkan APBD isusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan 
pendapatan daerah. Penyusunan perubahan APBD sebagaiman dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka 
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan beregara, APBD meriliki fungsi otorisasi, 
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaa 
APBD setiap tahun ditetapkan dengan peratuan daerah. 

Penyusunan APED Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada hasi! evaluasi semester pertama RKPD tahun 2017 yang 
telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA] serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) ABD Tahun Anggaran 2017 



JI PASAL DEMI PASAL 

' 
Pasal I 

Cukup Jelas 

asai 2 

Cukup elas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pesa 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup clas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 0146 


